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dalam UU PTPK

Jakarta, 14 Mei 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Selasa, 14 Mei 2019, pukul 12.30 WIB dengan agenda
Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XVII/2019
ini diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Norma yang diajukan untuk diuji
adalah Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara”, dan Pasal 3 sepanjang frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara’], yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 3 UU Tipikor

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)”.

Janses E Sihaloho selaku kuasa hukum menyinggung tentang business judgement rule yakni
sebuah doktrin bahwa keputusan seorang direksi tidak dapat diganggu gugat. Meskipun keputusan
tersebut dapat mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Selain itu, Janses menyebut jika
BUMN menjalankan usaha sama seperti badan usaha lainnya yakni berupaya untuk mencari profit.
Jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah
untuk membuat keputusan bisnis. Lebih lanjut, kata Janses, aksi korporasi yang dilakukan pejabat
Pertamina tergolong bersifat Perdata. Sehingga tidak dapat dilakukan pengenaan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pasal yang
diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (TiaraAgustina)
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